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PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR {1 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH




Menimbang

Mengingat

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR § TAIIUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa agar pengkoordinasian tugas Dinas Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan
efektif, maka perlu menyempurnakan kelembagaan Sekretariat -

Daerah;

bahwa untuk menyempurnakan Kelembagaan Sckretariat
Daerah Kota Lubuklinggau scbagaimana dimaksud pada huruf

a, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor
57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi

Perangkat Daerah;

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
Lubuklinggau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 87. Tambahan [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4389); '

. 3. Undang..... .
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

‘Nomeor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubab dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pcmerintahan  Daerah  Provinsi dan  Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); ' '
4

Peraturdn Pemerintah Nomor 41 Tahun ‘2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petenjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan... ... ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

Dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menectapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

I

2,

Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD ‘adalah Dewan Perwakilan Rakyat - Daerah Keta
Lubuklinggau,

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.

Sekretaria't Daerah  adalah  Sekretariat  Daerah  Kota
Lubuklinggau.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota thuklinggau.

7. Peranghat.........
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7. Peranghkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan
membantu  Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan, sesuai dengan kebutuban Daerah.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak scorang Pegawal Negert
Sipil dalam suatu  satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

0. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Lubuklinggaﬁl.

BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau.

-

BAB II1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Pasal 3 _
(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah vang
dipimpin oleh scorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan
peraturan perundang-undangarn.

Pasal ... ..
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' . Pasal 4
Sekretariat Daerah mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu

Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban sebagaimana dimaksud
-~ pada Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. mengkoodinasikan rumusan kebijakan pemerintahan;

b. menyelenggarakan administrasi pemerintahan;

c. menyiapkan baban koordinasi Kepala Daerah dengan DPRD,

d. melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, kevangan,
prasarana dan sarana,

¢. mengkoordinasikan perangkat daerah;
. mengkoordinasikan tugas Staf Ahli Walikota; .
¢.  melaksanakan ketatausahaan Sekretariat Dacrah;

' h.  Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah;

i.  Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan

j. Pelaksaaan tugas lain vang diberikan oleh Walikota sesuai tugas
dan fungsinya.

Bagian...... ...
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BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Orgunisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretariat Daerah yang terdiri atas Bagian-bagian,
yang masing-masing bagian terdiri atas Sub Bagian-sub bagian;
dan

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Asisten sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf' b terdiri dari:

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
c. Asisten Administrasi Umum.

o e

Pasal 8

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaima
dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a , terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :

1. Sub Bagian Pemerimtahan Umum;

2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan
Kelurahan; dan .

3. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.

b Bagian... ...
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Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :

I. Sub Bagian Pelayanan Informasi;
2. Sub Bagian Peliputan; dan

-

3. Sub Bagian Protokol. ~.

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:

1. Sub Bagian Agama dan Pendidikan;

2. Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Kesehatan; dan

3. Sub Bagian Pemberdayaan Pcrempuan dan Keluarga
Berencana

Bagian Administrasi Kemasyarakatan, membawahkan :

1. Sub Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga; dan
3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat.

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

a. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan -

1. Sub Bagian Perencanaan dan  Pengendalian
Pembangunan;

2. Sub Bagian Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan

3. Sub Bagian Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya
dan Pariwisata,

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, membawahkan :

1. 8ub Bagian Pertanian, Kehutanan dan Perkcbunan;

™

Sub Bagian Peternakan dan Perikanan; dan

Sub Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

PR

(3 Asisten.. ...
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¢. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :

1. Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
( UKM ) dan Penanaman Modal,

2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan

3. Sub Bagian Badan Usaha Daerah.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (1) huraf ¢, terdiri dari : a

a. Bagian Umum membawahkan :

I. Sub Bagian Urusan Umum;
2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan

e

3. Sub Bagian Perwakilan.

b. Bagian Administrasi Keuangan, Pendapatan dan Aset,
menibawahkan :

1. Sub Bagian Kevangan;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset; dan

¥

3. Sub Bagian Pendapatan.

¢. Bagian Hukum, membawahkan :

1. Sub Bagian Perundang-undangan; :
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
3. Sub Bagian Bantuan Hukum.

d. Bagian Organisasi, membawabkan :

1. Sub Bagian Kelembagaan; .
2. Sub Bagian Tatalaksana dan Pengelolaan Data; dan *
3. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 9

(1) Asislen '_Sf:kreta‘ris Daerah  berada di  bawah dan
bertanggurgiawab kepada Sekretaris Daerah.

(2} Baglan.........
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(2) Bagian-bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Asisten
Sekretaris Daerah.

L4
(3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
herada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Bagian,

Pasal 1¢

Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat Dacrah baik jenis
maupun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja
yang ditetapkan. dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimaha
dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal § tercantum pada
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(2) Penjabarzni tugase pokok dan fungsi masing-masing satuan
organisasi Sekretariat Daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah, Asisten Sekreiaris
Daerah, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Kclompok Jabatan
Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi secara. vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesual
dengan tugas masing-masing,

Pasal..... ...
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Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya
serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah wajib
mengikuti dan ‘mematuhi petunjuk-petunjuk scrta bertanggungjawab
kepada atasan :masing®masing dan menyampaikan laporan secara
berjenjang dan. tepat waktu.

BABY

KEPEGAWAIAN
Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan serta
pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Sekretariat
Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STAF AHLI WALIKOTA

Pasal 16

(1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf
ahli.

(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1} mempunyal tugas
memberikan telaahan mengenal masalah pemerintahan daerah
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya staf ahli sebagaimana dimaksud
ayat (2) secara administratif dikoordinasikan dengan Sekretaris
Daerah.

(4) SUf s

.10-
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(4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) .
staf ahli yailu:

a. Staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;

b, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusta: dan

¢. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

(5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota scsual Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

(6) Penjabaran tugas dan fungis Staf Ahli Walikota diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota di luar tugas dan fungsi
perangkat daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, miaka Peraturan
Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal ...
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Pasal 19

Peraturan Daerah i mulat bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2€ JUM 20@;

Diundangkan di Lubuklinggau S
pada tanggal 2¢ JUNIT 20C8

S DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,
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